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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 54
Peraturan Gubamur Nomor 1349 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagan‘nam telah diubals dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2. Undang-Undang Nomor 1€ Tahun 1285 tenlang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan:

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah.
imana lelah beberapa ksl diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai |bukota Negara Kesatuan
Republik Indenesia;

9. Peraturan Pemenntah MNomor 44 Tahun 1994 lenlang Penghunian
Rumah oleh Bukan Pemilik

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangar Daerah:



Menetapkan

1.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintzh Namor 38 T=hun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenlang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instans: Pemenintal

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintzhan antara Pemeriniah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerinlzhan Daerah Kabupaten/ota,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Ment=ri Dalam Negen Nomor 58 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta;

&ﬁfﬂtumn Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
erah;

Peraturan Gubemur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN .

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Gubemur adalah Kepala C=ergh Provinsi Dasrah Khusus Ibukota Jakana

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuanoan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daerzh husus lbukota Jakarta.

Badan Kepegawalan Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota [akarta,



10.

11.
12,

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Cad

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang juga disebut
Dinas adalah Dinas Perumahan dan Sedung Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerinlah Daerah.

Unit Pengalola Rumah Susun adalah Unit Pengelola Rumah Susun
Dinas Perumahan dan Gedung Pemenntah Daerah.

Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelolza Rumah Susun.
Penghuni adalah Orang persecrangan yang bertempat tinggal dalam
saluan rumah susun.
BAE Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Unit Pengelola Rumah Susun,

Unit Pengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dan

a. Unit Pengelola Rusun Wilayah |,
b. Unit Pengelola Rusun Wilayah II: dan
¢. Unit Pengelola Rusun Wilayah [il

Unit Penagelola Rumah Susun Wilayah | sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a mempunyal wilzvah keria wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara.
Unit Pengeiola Rumah Susun Wilaysh |l sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b mempunyai wilayah keria wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Unit Pengzslola Rumah Susun Wilayah 1!l sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ mempunyai wilayah kerja wilayah Kola Administrasi
Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Unit Pengelola Rumah Susun merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun
Unit Pengelola Rumah Susun dipimpin oleh secrang Kepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4

Unit Pengelola Rumah Susun mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan rumah susun.



i

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit Pengelola Rumah Susun mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kena dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pencelola Rumah Susun;
. pelaksanaan Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unt
Pengelola Rumah Susun;
penyusunan rencana sirategis Unit Pengelola Rumah Susun;
. pemantauan, monitoring dar evaluasi kelakan penghunian/
penggunaan rumah susun,
. pengelolaan retribusi penghunian/penggunaan rumah susun;
pelaksanaan pengembangan teknis pengelolaan rumah susun;
. pemeliharaan dan perawatan kebersihan, keindahan dan keamanan
lingkungan rumah susun;
peiaksanaan inventarisasi dan selcksi para calon penghuni rumah susun;
pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi teknis bagi calon
atau penghuni rumah susun;
pengawasan, pengendslian dan peneriban penghunian/penggunaan
saluan rumah susun baik dar segi peruntukan maupun darn segi
status haknya;
K. pengelolaan prasarana dan sarana rumah susun;
|. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan kelatausahaan Unit
Pengelola Rumah Susun;
m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola
Rumah Susun,
n. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Rumah Susun,
0. penyiapan bahan laporan Dinas vang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Unil Pengelola Rumah Susun; dan
p. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Rumah Susun.
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BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Unit Pengelols Rumah Susun terdiri dari-
a. Kepala Unit,
b. Subbagian Tata Usaha;
¢. Seksi Pelayanan; dan
d. Seksi Prasarana dan Sarar =
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Susun sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubemur ini.
Bagian Kedua
Kepala Unit
Paszl 6
Kepala Unit mempunyai tugas

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Rumah Susun s=bacaimana dimaisud dalam Pasal 4;



un

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;

c. melaksanakan koordinasi c=n kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Unit Kerna Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah

Susun; dan

d. melaporkan dan mempsriangogungiawsbkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengeloia Rumah Susun

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Uszha

FPasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan
administrasi pada Unit Pengelola Rumah Susun.

(2)

(3)

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a

=

menyusun bahan Rencana Kena dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Rumah Susun sesuai
dengan lingkup tugasnya,

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola

Rumah Susun sesuai dengan lingkup lugasnya,

. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anngaran (DPA) Unit Pengelola Rumah
Susun;

. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola

Rumah Susun;

. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluas: pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Rumah Susun;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
. melaksanakan monitoring, pembukuan dan penyetoran penerimaan

retribusi rumah susun;

melaksanakan pemefiharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kena Unit Pengelola Rumah Susun,

menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor
Unit Pengelola Rumah Susun;

melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan:
melaksanakan publikasi kegiaten, upacara dan pengaturan acara
Unit Pengelola Rumah Susun;

.melaksanakan pengelolaan ruang rapat:

mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja. kegiatan
dan akuntabilitas) Unit Pengelola Ruma' Susun;

. menyiapkan bahan lzpeoran Unit Pengelola Rumah Susun yang

terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan

. melaporkan dan mempertangoungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesmpat
SGeksi Pelayanan
Pasal 8

Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan
pengelolaan penghuniar/penggunaan rumah susun.

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Peiaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Rumah Susun sesuai
dengan lingkup tugas-ya;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola

Rumah Susun sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan rencanz strategis yang terkait dengan

tugas Seksi Pelayanan;

. menyusun standar perghunian/penggunaan rumah susun;

. melzksanakan penerimaan dan seleksi calon penghuni rumah susun;

melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis penghunian rumah

susun kepada calon atau penghuni rumah susun;

. melaksanakan pencembangan hamonisasi/kekeluargaan/gotong
royong penghuni rumzh susun;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban penghunian/
penggunaan satuan rumah susun baik dan segi peruntukan maupun
dan seqi status haknya;

i. mensosialisasikan, mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan
peraturan penghunian/penggunaan rumah susun,

j. menenma, mengolah dan menindakianjuti keluhan/klaim’keberatan/
pengaduan dari penghuni rumah susun,

k. memungut atau menerima retribusi rumah susun untuk diserahkan
ke bendzhara penerma;

. memelihara dan meng-mbangkan keamanan dan ketertiban lingkungan
rumah susun,

m. melakukan tindakan preventif atas penyimpangan/penyalahgunaan
satuan rumah susun, fasilitas dan utilitas yang ada pada unit rumah
susun dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Rumah Susun yang
terkait dengan tugas Seksi Pelayanan; dan

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan.,

=-pa 0 o

Bagian Kelima
Seks| Prasarana dan Sarana
Pasal 9

Seksi Pasarana dan Sarana merupakan Satuan Kera Lini dalam
pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana rumah susun.

Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah cian bertanogung jawab kepada Kepala Unit

Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kera dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Rumah Susun sesual
dengan lingkup tugasnya:



(1)

(2)

(3)

(1)

2)

b. melaksanakan Dokunicn Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola
Rumah Susun sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan ponvusunan rencana stralegis yang terkait dengan
tugas Prasarana dan Sarana;

d. melaksanakan pem=antauan, moniloring dan evaluasi kelaikan
fasilitas dan utilitas rumah susun;

e. melaksanakan pengembangan toknis rumah susun;

f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kebersihan dan
keindahan lingkungan rumah susun;

g. menyusun perencansan kebutuhan psmehlharaan dan perawatan
fasilitas dan utilitas rumah susun;

h. mengelola dan mengembangkan teknologi informasi rumah susun,

i. melaksanakan pengelolaan sarana air dan listrik rumah susun;

}. memelihara lindasan dokumen perencanaan, pembangunan,
prasarana dan sarana rumah susun;

k. melaksanakan pemaiharaan dan perawatan fasilias dan utilitas
rumah susun;

I. memonitor, mengencalikan dan menertibkan penggunaan fasilitas
sosial ekonomi rumah susun yang terletak pada lantai dasar
dan/atau lantai lain;

m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Rumah Susun yang
terkait dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Prasarana dan Sarana.

BAB V
ESELCN

Pasal 10

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan
Struktural Eselon Il A.

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah
Jabatan Struktural Eselon IV AL

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengeloia Rumah Susun
wajib taal dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Rumah Susun.
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Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Rumah Susun wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undantcan serta meneraokan prinsip koordinasi, kesja
sama, integrasi, sinkronisssi, simplifikasi, akuntabilitas, ransparans,
efektivitas dan efisiensi,

Pasal 13

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Rumah Susun wajib memimpin, mengoordinasikan, membaerikan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unil, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pegawai pada Unit
Pengelola Rumah Susun wajib mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing scsuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Rumah Susun wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing seria mengambil lanokah-langkah yang diperlukan
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pegawai pada Unit
Pengelola Rumah Susun wajib menvampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketenluan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindakianjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

(1) Sekretanat Daerah melalu Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap
Unit Pengelola Rumah Susun sebagai bagian dari pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan palaperan Dinas.

(2) Ketentuan lebih laniut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubemur ini.

BAB VI
HKEPEGAWAIAN
Pasal 17

(1) Pegawai Negen Sipil pada Unit Pengelola Rumah Susun merupakan
Pegawai Negeri Sipil Dassah.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

@)

(1)

(2)

Pengelolaan kepegawnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai lctentuan peraluran perundang-undangan di
bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelela Rumah
Susun mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan
Kepegawaian Daerah berkoordinasi: dengan Bire Organisasi dan
Tatalaksana sebaqai bacian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIl
KEUANGAN
Pasal 18

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Susun
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai clentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negarz/daerah.

Pasal 19

Pendapatan yang bersumber dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Rumah Susun merupakan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapalzn sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual kotentuan peraturan perundang-undangan d
bidang keuangan negarz/daerah.

BAB IX
ASET
Pasal 20

Asel yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Rumah Susun sebagai
prasarana dan sarana %erja merupakan asel daerah dengan status
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pengelolaan asel atau prasarans dan sarana kena sebagamana
dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di tidang pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 21

Prasarana dan sarana kerja vang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Rumah
Susun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
penerimaan barang daerah.

Penerimaan barang dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

segera dilaporkan kepaca Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Gubernur melaiui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

selaku Pejabat Pengelnla Keuangan Daerah sekaligus sebagai

ggndaham Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
erah.



BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal 22

(1) Kepala Unit Wilayah 1, Wilayah |l dan Wilavah Il masing-masing dibantu
oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang
Kepala Seksi Pelayanan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana
dan Sarana sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah |, Wilayah Il dan Wilayah il
dibantu sebanyak-banyaknya oleh masing-masing 9 (sembilan) orang
Pejabat Fungsional Umum/Terientu sebagai bawahan langsung.

(3) Kepala Seksi Pelayanan Wilayah | dibantu sebanyak-banyaknya oleh
10 (sepuluh) orang Fejabat Fungsional UmumiTertentu sebagai
bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Pelayanan Wilayah |l dibantu sebanyak-banyaknya oleh
6 (enam) orang Pejaba! Fungsionai Umum/Tertentu sebagai bawahan
langsung.

(5) Kepala Seksi Pelayanan Wilayah !ll dibaniu sebanyak-banyaknya oleh
11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum/Terentu sebagai
bawahan langsung.

(6) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Wilayah |, Wilayah Il dan Witayah Ill
dibantu sebanyak-banyaknya oleh masing-masing 4 (empal) orang
Pejabat Fungsional Umumi/Terlentu sebagzi bawahan langsung.

(7} Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Gubernur ini.

(8) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola Rumah Susun.

Pasal 23

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jsbatan pada Unit Wilayah |,
Wilayah 1| dan Wilayah Il sebacaimanz dimaksud pada Pasal 22
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Gubemur ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola Rumah

Susun.
BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 24
(1) Unit Pengelcla Rumah Susun menyusun dan menyampaikan laporan

berkala tshunan, semesisr, triwulan, bulanan danfatau sewaktu-wakiu
kepada Kepala Dinas.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melputi
laporan ;

oo o

™0

kebuluhan, kekurangzn dan kelebihan pagawai;

. keuangan;

kinerja;

. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang alau prasarana dan

sarana kena;

. akuntabilitas: dan

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akunlabilitas, Unil Pengelola Rumah Susun mengembangkan

sistem pengendalian intema! sebagal bagian dan sistem pengendalian
internal Dinas.

BAB Xl
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit F>ngelola Rumah Susun dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b Aparat pemenksa intemal pemernintah, dan

¢ Inspektorat

BAB Xin
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pada setiap lokasi rumah
susun Kepala Unit dapat mengangkat seorang penanggung jawab lokasi.

(2) Penanggungjawab lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

b.

a

menerima dan memungut retribusi dar penghunifpengguna rumah
susun dan menyetorkan kepada Bendahara Penenima;
melaksznakan pengawasan sehari-har atas penggunaan satuan
rumah susun sesuai dengan hak dan peruntukannya,

. membantu menerima cdan meneliti permohonan calon penyewa dan

pergantian penyewa,

. menjaga dan memelthara aset Daerah pada lingkungan rumah susun:
. menjaga dan memelihara pemanfaatan dan kebersihan lingkungan

rumah susun;

mengatasi/melaporkan kerusakan yang terjadi secara mendadak/
tidak terduga;

. membuat laporan mingguan dan bulanan penerimaan retnbusi

masing-masing lokasi rumah susun.
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(3) Penanggungjawsb lokasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sexsi Pelayanan.

(4) Jabatan penanggungjawab lokasi bukan Jabatan Struklural

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraluran Gubemur ini mulai barlaku Keputusan Gubernur
Propinsi Daerah Khusus Ibulkota Jakarta Nomor 84 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Pencelola Rumah Susun Propins:
Daerah Khusus lbukota Jakaria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubermur ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 13 Agqustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
!BU?TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 22 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

-—

HAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUIS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN Z0l0 NOMOR 149



Lampiran | . Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Namor 143 TAHUN 2010
Tanggal 13 Agqustus 2010

BAGAN SUSUNAN CRGANISASI
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN

e ————— e ——...

KEPALA UNMIT |
]
SUBRAG
TATA USAHA
SERSI sSresi
PLLAYANAN PRASARANA (AN M‘MA\
KELOMPOS i

JABATAN FUNT SIINAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran Il | Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta

Nomor 1£3 TAHUN 2010

Tanggal 13 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA UPT PENGELOLA RUMAH SUSUN WILAYAH |

Mama Jabatan Eselon

e

Kepala Unit = =1

Pengadiministrasi Umum

Pengolah Data

Bendahara Pengeluaran Pembantu |

Pembantu Bendahara

Bendahara Penenmaan Pembantu

TR Y QUEF R g Y

]
Pembantu Bendahara |
Caraka - '|

2 &
psn,wru.m.ma-suw].-

Kepala Seksi Pelayanan VA

1.

Pengadministrasi Penghunian Rusun

12.

Petugas Penertiban Rusun

13.

Penanggungjawab Lokasi Rusun '

14.

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana 1 wa

15.

Pengawas Kelaikan Prasarana dan Sarana Rusun

16.

Petugas Pemeliharaan dan Perawatan Rusun 1

17.

Pengendall Pemanfaaian Lantai Dasar dan Fasilitas Rusun |

l_u_n_n-qu-um.;-a

1
Jumiah

3
P

FORMASI JABATAN PADA UPT PENGELOLA RUMAH SUSUN WILAYAH I

| No. |

T
Mama Jabatan Eselon '|

Jumiah

—
"

Kepala Unit | A

—

e

Kasubbag Tata Usaha ' VA

-

-

(o

i

Pengolah Data

Bendahara Pengeluaran Pembantu

1
ol
!

J

i
1

Pembantu Bendahara

|

1

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pambanhxﬂendahara__

\r‘..nl-b--l-ﬂ

Caraka S

Kepala Seksi Pelayanan WA

Pengadministras: Penghunian Rusun

|
|

ﬁ:TE'PF‘.‘*?'!ﬂP

Petugas Penertiban Rusun

13.

Penanggungjawab Lokasi Rusun -

| 14.

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana VA 1

- 15.

Pengawas Kelaikan Prasarana dan Sarans Rusun

16.

Petugas Pemeliharaan dan Perawatan Rusun

17

A_LNJMI#—I-

[

Pengendali Pemanfaatan Lantai Dasar dan Fas/litas Rusun

Jumlah

8| |m
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FORMASI JABATAN PADA UPT PENGELOLA RUMAH SUSUN WILAYAH 11

MNama Jabatan

- |

Eselon

Bendahara Pengeluaran Pembantu _ i

Pembantu Bendahara

1 PRECDMUDEIEINS

{_..‘.araka

. 1

Bendahara Penerimaan Pembantu [
|

i

. | Pengadministrasi Penghuni_an Rusun |

Petugas Penertiban Rusun

13.

| Penanggungjawab Lokasi Rusun |

14.

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana '

15.

Pengawas Kelaikan Prasarana dan Sarana Rusun

16.

Petugas Pemeliharaan dan Perawatan Rusun

17

Pengendali Pemanfaalan Lantai Dasar dan Fasilitas Rusun

.

Jumilah




Lampiran Il .

Ibukota Jakarta

Nomor 143 TAHUN 2010
Tanggal 13 Aqustus 2010

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

STANDAR PERALATAN KERJA PADCA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN

WILAYAH I
(No[ MNamadabatan | PeralatenKera Jumiah
1 | Kepala Unit Filling kabinet 1! buah
Mobil Minibus 1| unit
Notebook 1 | buah
Printer ) 1
. s Telepon 1
|
2 | Kasubbag Tata Usaha | Filling kabinet 1
j-lamputer [ 1
_| Mesin hitung K
i Printer 1
| Telepon 1
1 _Pengadministrasi Umum | Komputer e 1 | buah
-~ | Printer 1 |buah|
Telepon | 1|buah
 [MesmHiwg | 1|bush
o | Filling kabinet 1! buah
|2 PengolahData "Komputer — | 1] buah]
o - phnter | 1] buah
T — |Filingkabinet | 1!buab
3_Bendahara Pengeluaran Pembantu_[Mesinhtung | 1 buah
T Bakes 1| buah|
- | Mesin Penghancur Kertas 1 | buah
| | Filling kabinet 1 buzh
. !
4 Pembantu Bendahara ' Komputer 1 | buah
| Printer B 1 | buah
Mesin Hitung 1 | buah |
—  [FingKamet_ 1 buzh
i - J
5 Bendahara Penerimaan Pembantu | Mesin hilung 1 | buah
| Brankas 1! buah |
| Filling Kabinet 1 | buah
. e e
6 Pembantu Bendahara | Komputer 1| buah_
|Printer 1 [ buah
Mesin Hiung A | buah
| Filling Kabinet buah
7 Caraka | Sepeda Motor 1 | buah
: | Filling Kabinet | | buah




T
No Nama Jabatan Penlaian Kena |  Jumiah
b e — — ——— —— e — — -
' 3 | Kepala: Saksl FElaEndI"I | Komputer o | 1 buah
.\ - Punter 1 buah
Y S — ___ Telepon o | 1]|buah
oy !MesinHitung o 1 | buah
.l _ |FilingKabinet o 1 | buah |
| |1 Pengadministrasi Penghunian | Komputer | 1]buah
Rusun | printer . 1!buah
. , Filling Kabinet |1/ buah
' ' |
| |2 Petugas Penertiban Rusun .gf_zpeda_yiniur o 1| unit
= | Filling Kabinet 1| buah |
3 Penanggung Jawa_b_Lokas{ | Koméﬂ?gr_ — 1| buah
- B _ Printer . 1 | buah
Mesin Hitung 1 buah |
Filling Kabinet 1 | buah
4 | Kepala Seksi Prasarana dan Sarana | Komputer | 1 buah
| Printer 1| buabh |
| Telepon | 1/bush
| Mesin Hitung _ ~1]buah
____ Filling Kabinet | 1bush]
BRE Pengawas Kelaikan Prasarana dan }S@ad_a Motor = __f_unit' 1
Sarana Rusun Kemputer 1  buah
N Printer B 1 | buah
. . . _| Filling Kabinet 1| buah
= S S _ b o2
2 F'engawasFemeﬁaradndan . Sepeda Motor 1 | unit
Perawatan Rusun | Toolkit 1]set
1 - | Filling Kabinet 1] buah |
i
e e e e b ———
3 Pengawas Pemeliharaan dan MesinHitung | _Lgtiahj
_PerawatanRusun __|FilingKabinet | 11buan)
S N N
STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN
WILAYAH I
i_l'ﬁln Nama Jab_al__an _T __ Peralaten Kerja Jumiah |
1 | Kepala Unit | Fi !-'u.mg_kabinet 1| buah |
Mnhll Minibus 1 | unit
| Notebook 1| buah
- | Printer 1 | buah
Telepon 1 | buah
— i i i §
2 Kasubbag Tata Usaha | Filling kabine! 1 | buah
| o | Komputer 1 | buah
1 | Mesin hitung 1| buah




No Nama Jabatan l Peralatan Kerja | Jumiah
e T T leater | 1] bua
1 =, = _1Tr'Fepun _____IE_‘I__ buah
| |1 PengadministrasiUmum | Filingkabinet 1 buah,
S P - T M 1 | buah
4 0000000 |MesnHitung 1| buah
1 |pater | 41[buah
Telepon 1| buah |
] B |
2_Pengolah Data | Filling kabinet 1| buah
. Komputer 1 buah |
| Printer 1 | buah
|
3 _Bendahara Pengeluaran Pembantu  Brankas |1 buah
N | Filling kabinet o _l 1| buah
— { Mesin hitung 1 | buah
. __| Mesin Penghancur Kertas 1 | buah
4 Pembantu Bendahara _j_f-lﬁqg Kabinet B 1] buah |
— - Komputer 1| buah
| Mesin Hitung _ 1] buah |
|Panter | 1[buah
|5 Bendahara Penerimaan Pembantu | Brankas |1, buah
Filling Kabinet 1| buah
T Mesin hitung Liboan)
| 6_Pembantu Bendahara | Filling Kabinet |_1.!buah|
B B ' Komputer 1 | buah
| Mesin Hitung 1| buah
| Printer 1| buah
Y s
|7 Caraka _ | Filling Kabinet buzah
| Sepeda Motor unit
I — I — -I|—— -
3 | KepalaSeksiPelayanan Filling Kabinet 1| buzh
e L | Komputer ! 1!buah
‘Mesin Hitung 11| buah
]Pnnter 1| buah
[ | Telepon 1 | buah
| ==
- S | -
1 Pengadm ngadnhslrasu Penghunian | Filling K=binet 1| buah |
_Kumpmer B 1, buah
— Printer 1 | buah
2 PathastFh%an Rusun __Eﬂmg_fabhma_i_ 1] huah
R Sepeda Motor 1. unit 1
L] -




No N.ama Jabatan t Feralatan Kerja Jumlah
13 Penanggung Jawab Lokasi riil_n}ig_ﬁeh&_n;ti | 1]buan|
= e e e 'Kﬂm oo ! 1lbush
] Mnsanltur_g S 1 | buah
1__*__._____ B IPFLI_"!EI ! 1 buahj]
: ::K__Eaﬁsasﬁm_sar;ﬁa dan ¢ Sargr_:a F:llmg Ka wiﬁ_e_t ,____-___ __—_ - _ﬂ__b_u_ah__
VO _._lﬁgﬂsqute_'___ o 1 | buah
MesinHitung 1| buah

= JVTEIQ_EEE == 1 | buah
1 Pengawa;ﬁ;l;kan_lﬂr_asam dan Fdﬁl]g_Kablﬂel 1 buah |
Sarana Rusun Komputer B 1 ibUﬂhI
. | Printer 1! buah |
I - _‘égped?_w_w 1| unit_|
|2 Pengawas Pemeiiharaan dan lF_ﬂE:ﬁ_KnEén_et 1 buah
Perawatan Rusun Sepeda Motor |1 unit

Toolkit 1lset |

|
3 Pengawas Pemeliharaan dan _Eiﬂiég_gibir_\gt - 1| huﬁhl
Perawatan Rusun | Mesin Hiung | 1lbu }
. I — I a—. S
STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN
WILAYAH I

No Nama Jabatan 1 Faralatan Kerja Jumlah
1 Kepala Unit | Filling kabinet 1] buan |
B  Mobil Minibus 1| unit_|
Noteback | 1!buah

- Printer 1| buah

o | Telepon 1 | buah |
[ 2| KasubbagTataUsaha  |Filingksoinet 1 |buah
o Komputer | _1|buah
Mesin hitung | 1| buah

' Printer | _1|buah
| Telepon 1 | buah |
 ele e : ._..
| — - S E— =4
| 1_Pengadministrasi Umum | Filling kabinet |__1]buah]
Komputer 1| buah |
1_Masm Hitung | 1| buah |
_|Printer 1] buan|

Telepon 1 | buah
2 PengolahData | Fitingkabinet | 1!buah|
_IK_ﬂ_ﬂ'lﬂJiE' 1 | buah

Jl o | Printer 1 | buah




[ Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
|3 Bendahara Pengeluaran Pembantu_ 'laranuae, - 1 | buah
o ___|Filing kabinet _ 1] buah
e lﬂ@ hitung | 1| buah
] - Mesin Penghancur Kertas 1| buah |
|
4 Pembantu Bendahara — FilingKabmnet | 1|buah
—— - - e lﬁnr_n_gmtr 1 | buah
| Mesin Hitung 1| buah
]_Prmter 1 | buah
5 Bendahara Penerimaan Pa_mbantu Br:;n_k;s-__ 3 1 buap—_
B Fnllmg Kabinet 1 [huah
Mesin hitung 1| buah |
6 Pembantu Bendahara - | Filling Kabinet 1| buah |
Komputer | 1| buah
| Mesin Hitung 1 1]|bush
| Printer | 1 |buah
7 Caraka - Filling Kabinet |1 buah_
iy Sepeda Motor P 1| unit
| Kepala Seksi Pelayanan | Filing Kabinet_—_—_ |1 buah|
| — o 'Komputer ) 1 | buah
i  Mesin Hitung | _1buah_
B I | Printer - 1 | buah
S | Telepon o | 1lbuah
B T o - i . S
1 Pengadministrasi Penghunian ;._F_i'ﬂﬂﬁﬁm?"_“ﬂ‘ 1| buah_
Rusn | Komputer - 1 buah
e PR 1 | buah |
2 Petugas Penertiban Rusun | Filling Kabinet - 1 [ buah
- Sepeda Motor 1 | unit
3 _Penanggung Jawab Lokasi | Fﬂimg Kablnel 1| buah
o o | Komputer ’ 1 | buah
E Mesin Hitung 1 | buah |
Printer 1| buah |
| |
Kepala Seksi Pmsamna?jﬁ's_érana | Filling Kebinet 1 | buah
| Komputer 1 buah 2
| Mesin Hitung _|__1!buah
Printer_ 1 buah
- Telepon 1 | buah |




z

£

| Komputer

: F‘Lin[er

| Filing Kabinet
Perawatan Rusun SepedaMotor

_ Nama Jabatan _ [ PeraatanKera | Jumiah |

1 Pengawas Kelaikan Prasarana dan  Filling Kabinet

1| buah |
1 buah |

- |SepedaMotor

——
1

unut

SN E—— e el

3 Pengawas Pemeliharaandan l Filling Kabinet
B Perawatan Rusun | Mesin Hitung




